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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kota Pangkal

Pinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan
Honorer, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07
Agustus 2023 vyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkalpinang pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara
Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkal Balam, Kota

Pangkalpinang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
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014/02/11/12022, tertanggal 11 Februari 2022, dan setelah akad nikah
Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan
Penggugat dan Tergugat berpisah rumabh;

3. 3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan selayaknya suami istri dan belum di karuniai
seorang anak;

4. 4. Bahwa sejak dari awal menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

5. Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat dalam menjalani
kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Tergugat sering menghindar dari Penggugat apabila Penggugat ingin
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat apabila
terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

7. antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang
disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan
Tergugat;

8. Tergugat tidak menjadi imam yang baik bagi Penggugat, yang mana
Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk sholat berjama‘ah,
maupun pergi sholat kemasjid ;

9. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir berupa uang kepada
Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan
Tergugat juga tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak
bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;

10. 5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak
bulan awal bulan Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat
melakukan mediasi keluarga membahas mengenai kelangsungan
kehidupan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat yang sering

bertengkar, Tergugat dan Penggugat diminta untuk menenangkan diri
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masing-masing terlebih dahulu oleh orangtua Penggugat. Tergugat
kemudian menyetujuinya dan memutuskan untuk keluar dari rumah dan
tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah sampai dengan sekarang;

11. 6. Bahwa, Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan
dengan nomor perkara 134/Pdt.G/2023/PA.Pkp, yang kemudian dicabut
oleh Penggugat;

12. 7. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Honorer
dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.250.000, maka jika terjadi
perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar
nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 100.000 dan mut'ah berupa uang
sejumlah Rp 100.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat
mengambil Akta Cerai;

13. 8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi
memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2023 sampai
dengan bulan Agustus 2023. Oleh karena itu Penggugat memohon agar
Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah
Rp 100.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta
Cerai;

14. 9. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang
nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar
Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkal
Pinang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan
Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal
Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

16. 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;
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17.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Primer
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa

iddah sejumlah Rp. 100.000;

5. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000;

Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 100.000;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang
untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat
memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

8. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat
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yang pada intinya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat
namun mencabut posita dan petitum selain masalah perceraian;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 014/02/11/2022, tertanggal 11 Februari

2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkal Balam Kota

Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P;

2, Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan KEPSEK PAUD

LOPAN, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Januari 2023;

- Bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan
Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar
dengan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat tidak
memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah
bathin kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

pedulikan lagi;
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- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Guru., bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Januari 2023;

- Bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan
Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar
dengan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat tidak
memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah
bathin kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
pedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain
dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah sejak tanggal 11 Februari 2022;

- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus
menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
tanggal 26 April 2021 disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir

berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan

Tergugat juga tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
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- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan
Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;

- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah
dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2022, relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 11 Februari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu
Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat
dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2022 sehingga

memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan

Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini

masih terikat dalam perkawinan yang sabh;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

bulan Januari 2023 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan

Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun

tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya

kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara

maksimal;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis

Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah
sehingga tidak ada harapan lagi akan terwujudnya tujuan perkawinan
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1
tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi
alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal 19 (f)
Peraturan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula
dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal
116 (f) Kompilasi Hukum Islam di indonesia;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan
Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan
mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah

perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh
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karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan
menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat
dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum
Islam berikut :
"lgad ghis axu ply ez ol 8Ll Cdaiai puo GMall pllas e NI Lz 28
ol olize Jlraiw¥l OY 2o, st 0o 8900 Toll dla | guas cuzs gho Vs W
allasdl 2o, oLl 13ng 50l Gaamll (uzgj Azl le oSz, "
Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan
rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat
lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh
(hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan

ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat Majelis Hakim

tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang berbunyi:

wvalall ade sl lgxg il amg il ant , anc xidullsls
e

Artinya Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap
: suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami

(Ghoyatul Marom);
Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar

Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat

terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai

berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara
Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi

perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat

selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan

Hal. 10 dari 12 Hal. ... No. 311/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut

adalah pengadilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis

Hakim berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan
pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2)
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan
Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa gugatan selain perceraian telah dicabut oleh
Penggugat sehingga Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan
lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana
dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh
biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 181000,- ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish,
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M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiyah, S.T., M.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat..
Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Drs. Herman Supriyadi Drs. H. Nurkholish, M.H.
ttd

Ansori, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Zakiyah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

2. Biaya ATK. Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP Rp 56.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
1. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
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